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• Perang dagang sempat 
tereskalasi, tetapi sedikit 
mereda di akhir triwulan III.

• The Fed telah tiga kali 
menurunkan suku bunga 
dan mengintervensi pasar 
repo.

• Terjadi inverted yield curve.

• Argentina mengalami gagal 
bayar utang dan meminta 
restrukturisasi utang. Hasil 
Pemilu negara tersebut juga 
tidak direspon positif pelaku 
pasar.

• Ekonomi Tiongkok terus 
menunjukkan pelemahan. 

• Pemerintah membiarkan 
Yuan terdepresiasi hingga 
RMB7 per dolar.

• Krisis politik Hong Kong 
akibat demonstrasi.

• Jepang dan Korea 
Selatan terlibat perang 
dagang.

• Konflik 
geopolitik 
masih
terjadi. Perusahaan minyak Arab Saudi 
(Aramco) diserang 10 
drone (14/08) dan menurunkan 50% 
produksi minyak mentahnya.

Sepanjang 2019, gejolak ekonomi & geopolitik global terus membayangi
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• Stimulus 
ECB

• No deal 
Brexit

2Sumber: Bloomberg



Normalisasi moneter AS
Pasar Finansial
Aliran modal ke Indonesia 
dipengaruhi oleh kebijakan moneter
negara maju.

Penanaman Modal Asing (FDI)
Sentimen global berpengaruh
terhadap investor confidence

Perdagangan
Kinerja neraca perdagangan
menujukkan perbaikan
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TRANSMISI RISIKO 
KE DOMESTIK

Perlambatan ekonomi global 

berdampak ke perekonomian 

Indonesia lewat 3 jalur:

Quantitative easing Taper tantrum
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0.10
0.18 0.09

2.24 1.59
1.38

-0.98

0.95 1.83
1.12

-0.44
-0.97

Q3 2018 Q2 2019 Q3 2019
Konsumsi RT Konsumsi LNPRT

PMTB Net Ekspor

Lainnya

Konsumsi RT 

Konsumsi LNPRT

Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan 
Pengeluaran

5,17

5,05
5,02

Di tengah perlambatan ekonomi 
global, fundamental ekonomi 
Indonesia masih sehat ditopang 
oleh permintaan domestik.



BISNIS

Kue Ekonomi

Berasal dari

Sektor Jasa

73%

INDONESIA 2045:

MENJADI
NEGARA MAJU

Sumber: Bappenas,

Kemenkeu

PENDUDUK

Juta Jiwa319
STRUKTUR

bergeser pada

Sektor

Bernilai Tambah

Tinggi

EKONOMI

Terbesar

di Dunia5
ke

PRODUKTIVITAS

Usia

Produktif 47%

MIDDLE INCOME

Kelas

Menengah70%

URBAN

Tinggal

di Kota73% US$23.199
PERKAPITA
Pendapatan per Kapita

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA Tema Kebijakan Fiskal 2020:

“APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan
Kualitas SDM”

Infrastruktur

Penguatan SDM melalui

pendidikan dan riset, 

program kesehatan, dan 

perlindungan sosial

Kualitas SDM

Pengayaan inovasi dan 

teknologi berperan dalam

menjawab tantangan

industri kedepan

Teknologi

Perbaikan kualitas pelayanan

dan efisiensi proses bisnis

diperlukan

Birokrasi

Pemerintah

Infrastruktur yang layak

menjadi penyokong

mobilitas dan mendorong

pembangunan

Pengelolaan tata ruang

yang baik dan didukung

oleh sistem yang integratif

Tata Ruang

Wilayah

APBN sehat menjadi kunci

kesuksesan target 2045

Sumber Daya

Ekonomi dan

Keuangan
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DAYA SAING NASIONAL HARUS 
DITINGKATKAN
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• Produktivitas dan daya saing harus ditingkatkan
untuk mampu mengejar level index GCI Malaysia 
(upper middle income), Korea Selatan dan Jepang
(high income);

• Fokus pada aspek: infrastruktur, kualitas SDM 
(kesehatan, skills, dan pasar tenaga kerja),
kemampuan berinovasi dan adaptasi teknologi, 
serta sistem keuangan.
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Sumber: WEF



Percepatan Pembangunan

Infrastruktur

Rp423,3 T

Penguatan pembangunan infrastruktur
melalui terobosan pembiayaan kreatif
untuk akselerasi penuntasan infrastruktur.
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Kebijakan pembangunan infrastruktur:
• Untuk mendukung transformasi industrialisasi dan

revolusi industry 4.0.

• Untuk antisipasi urbanisasi .

• Untuk mendukung pemerataan pembangunan
antarwilayah.

• Untuk meningkatkan peran swasta dan BUMN melalui
skema pembiayaan kreatif.

• Melalui opsi-opsi KPBU sebagai strategi pembiyaan di 
luar APBN.

• Untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral (termasuk
Pemda) demi tercapainya target nasional.

Sumber: Kemenkeu
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Insentif Fiskal untuk Mendorong Investasi
Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong investasi melalui fasilitas perpajakan dan bea dan cukai

Insentif Fiskal
dalam pipeline:

• Super Deduction Padat
Karya

Mendorong Peran 
Swasta dalam Investasi 
Padat Karya

Fasilitas Pajak
Penghasilan
• Tax Holiday
• Tax Allowance
• Pengurangan pajak

penghasilan impor
• Super Deduction 

untuk R&D and 
vocational training

Fasilitas
Bea & Cukai
• Pembebasan bea masuk impor

untuk barang modalKITE
• Bonded Storage Area
• Bea masuk ditanggung

pemerintah

Fasilitas PPN
• Penguragan PPN:
• Barang Modal
• Pelayanan kesehatan dan

Pendidikan
• Pelayanan Sosial
• Jasa ekspor

Fasilitas Khusus
• Fasilitas di Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK)
• Fasilitas di kawasan industri
• Free Trade Zone

• Omnibus Law

Mendorong Investasi
dan dunia usaha melalui
penurunan tarif PPh
badan

Sumber: Kemenkeu
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KESEHATAN 
(Rp132,3 T)
• PBI JKN sebanyak 96,8 juta orang
• Prevalensi Stunting dengan 

bantuan/koordinasi 13 K/L
• Persentase ketersediaan obat dan 

vaksin di puskesmas hingga 95%
• Kepesertaan KB melalui 

peningkatan akses kepada 31,6 
juta jiwa

• Perbaikan fasilitas kesehatan

PENDIDIKAN (Rp508,1 T)
• Program Indonesia Pintar (PIP) ke 20,1 juta siswa
• Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke hampir 60 

juta siswa
• Bidikmisi dan KIP kuliah 
• ke 818 ribu mahasiswa 
• Beasiswa LPDP ke lebih dari 20.000 mahasiswa
• Pengembangan Vokasi
• Tunjangan Profesi Guru
• Pengembangan sarana dan prasarana sekolah.

PERLINDUNGAN 
SOSIAL (Rp372,5 T)
• Program Keluarga Harapan (PKH) 

sebesar Rp29,1 triliun
• Bantuan Pangan/Kartu Sembako

sebesar Rp28,1 triliun #1

Kebijakan Belanja Negara:
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas dan 
daya saing sumber daya

manusia langkah prioritas
untuk mewujudkan

transformasi Indonesia 
menjadi negara maju

Sumber: Kemenkeu
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